
BERlTA DAERAH

KABUPATEN KUTAl TIMUR

TAHUN 2018 NOMOR 45

PERATURAN BUPATI KABUPATEN KUTAI TIMUR

NOMOR 45 TAHUN 2018

TENTANG

PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN

BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2018

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KUTAl TIMUR,

Menimba
ng

a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 6

Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2018 tentang

Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

Tahun Anggaran 2018, perlu menetapkan Peraturan

Bupati tentang Penjabaran Perubahan Anggaran

Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018;

Mengingat 1. Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 18 ayat (6)

Pemerintahan Daerah berhak menetapkan Peraturan

Daerah dan Peraturan-Peraturan lain untuk

melaksanakan Otonomi dan tugas pembantuan;

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 ten tang

Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari

Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

3. Undang ...



BUPATI KUTAI TIMUR

PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

PERATURAN BUPATI KUTAl TIMUR

NOMOR 45 TAHUN 2018

TENTANG

PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN

BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2018

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KUTAI TIMUR,

Menirnbang a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 6

Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2018 tentang

Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja

Daerah Tahun Anggaran 2018, perlu

menetapkan Peraturan Bupati tentang

Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan

dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018;

1. Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 18 ayat (6)

Pemerintahan Daerah berhak menetapkan

Peraturan Daerah dan Peraturan-Peraturan lain

untuk melaksanakan Otonomi dan tugas

pembantuan;

Mengingat

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang

Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas

dariKorupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor

75, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 3851);

3. Undang ...
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3. Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang

Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten

Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten

Kutai Timur dan Kota Bontang (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor

175 Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 3896), sebagaimana diu bah

dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2000

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2000 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 3962);

4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang

Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 4250);

5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 ten tang

Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 4286);

6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang

Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5,

Tambah an Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 4389) Negara Republik

Indonesia Nomor 4355);

7. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang

Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab

Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 4400);

8. Undang ...



..,

.)

8. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang

Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 4421);

9. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang

Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah

Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor

126, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 4438);

10. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang

Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan

Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah

dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2009 Nomor 123, Tarnbahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 5043);

11. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang

Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor

130, Tarnbahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 5049);

12. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 ten tang

Pembentukan Peraturan Perundang-undangan

Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2011 Nomor 82,Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 5234);

13. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun

2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara

Nomor 5587), sebagaimana telah diubah

beberapakali, terakhir dengan Undang-Undang

Nomor ...
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Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua

atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014

tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran

Negara Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan

Lembaran Negara Nomor 5679);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004

tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan

Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan

Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

4416 ), sebagaimana telah diubah beberapa kali

terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor

21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga

Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun

2004 ten tang Kedudukan Protokoler

dan Keuangan Pimpinan dan Anggota

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2007

Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 4712);

15. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005

tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan

Umum Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 4502),

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan

Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang

Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor

23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan

Badan Layanan Umum (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171,

Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 5340);

16. Pera turan ...
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16. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005

tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137,

Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 4575);

17. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005

tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2005 Nomor 138, Tarnbahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 4576), sebagaimana

telah diubah dengan Peraturan Pemerintah

Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan atas

Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005

tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2010 Nomor 110, Tarnbahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 5155);

18. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005

tentang Pengelolaan Keuangan Daerah

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2005 Nomor 140, Tarnbahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 4578);

19. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005

tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan

Standar Pelayanan Minimal (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2005

Nomor 150, Tarnbahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 4585);

20. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005

tentang Kelurahan (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 159,

Tarnbahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 4588);

21. Peraturan ...
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21. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005

tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan

Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 4593);

22. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006

tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja

Instansi Pemerintah (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor25,

Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 4614);

23. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007

tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintah

Daerah kepada Pemerintah, Laporan

Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah

kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan

Informasi Laporan Penyelenggaraan

Pemerintahan Daerah kepada Masyarakat

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negaran

Republik Indonesia Nomor 4693);

24. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007

tentang Pengelolaan Uang NegarajDaerah

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 4738);

25. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010

tentang Pedoman Penyusunan Peraturan

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tentang Tata

Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2010 Nomor 22, tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 5104);

26. Peraturan ...
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26. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010

tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan

Insentif Pemungutan Pajak Daerab dan

Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 5161);

27. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010

ten tang Standar Akuntansi Pemerintahan

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2010 Nomor 123, Tarnbaban Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 5165);

28. Peraturan Pemerintab Nomor 30 Tahun 2011

tentang Pinjaman Daerab (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 59,

Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 5219);

29. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tabun 2012

ten tang Hibah Daerab (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5,

Tambaban Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 5272);

30. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014

ten tang Pengelolaan Barang Milik

NegarajDaerab (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 5533);

31. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010

tentang Pengadaan BarangjJasa Pemerintah

sebagaimana telah beberapa kali diubah

terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 70

Tabun ...
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Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua atas

Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010

ten tang Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah;

32. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13

Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan

Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa

kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri

Dalam Negeri Nomor 21 Tabun 2011 tentang

Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri

Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang

Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

33. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16

Tahun 2007 tentang Tata Cara Evaluasi

Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran

Pendapatan dan 8elanja Daerah dan

Rancangan Peraturan Kepala Daerah ten tang

Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja

Daerah;

34. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17

Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis

Pengelolaan Barang Milik Daerah;

35. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21

Tahun 2007 ten tang Pengelompokan

Kemampuan Keuangan Daerah, Penganggaran

dan Pertanggungjawaban Penggunaan 8elanja

Penunjang Operasional Pimpinan Dewan

Perwakilan Rakyat Daerah serta Tata Cara

Pengembalian Tunjangan Komunikasi Intensif

dan Dana;

36. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24

Tahun 2009 tentang Pedoman Tata Cara

Penghitungan, Penganggaran Dalam Anggaran

Pendapatan dan Belanja Daerah, Pengajuan,

Penyaluran ...



9

Penyaluran dan Laporan Pertanggungjawaban

Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik,

sebagaimana telah diu bah dengan Peraturan

Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tabun 2013

ten tang Perubahan atas Peraturan Menteri

Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2009

tentang Pedoman Tata Cara Penghitungan,

Penganggaran Dalam Anggaran Pendapatan

dan Belanja Daerah, Pengajuan, Penyaluran

dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan

Bantuan Keuangan Partai Politik;

37. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Timur

Nomor 2 Tabun 2015 tentang Pokok-Pokok

Pengelolaan Keuangan Daerab (Lembaran

Daerab Kabupaten Kutai Timu Nomor 2);

38. Peraturan Daerab Kabupaten Kutai Timur

Nomor 6 Tabun 2018 ten tang Perubaban

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

Tahun Anggaran 2017;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

TAHUNANGGARAN2018.

Pasal 1

Perubaban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerab

Tahun Anggaran 2018 dengan rincian sebagai berikut:

1. Pendapatan Daerah

a. Semula

b. Bertambah

Rp 2.890.854.415.390

Rp 864.990.955.556

Jumlab ...
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Jumlah Pendapatan setelah Perubahan

Rp. 3.755.845.370.946

2. Belanja Daerah

a. Semula Rp 2.890.854.415.390

Rp 1.179.659.538.040b. Bertambah

Jumlah Belanja setelah Perubahan

Rp 4.070.513.953.430

Surplus/(Defisit) Rp. (314.668.582.484)

3. Pembiayaan Daerah

a. Penerimaan

1)Semula Rp. 0

2) Bertambah Rp. 314.668.582.484

Jumlah Penerimaan setelah Perubahan

Rp. 314.668.582.484

b. Pengeluaran

1) Semula Rp. 0

2) Bertarnbah Rp. 0

Jumlah Pengeluaran setelah Perubahan

Rp. 0

Jumlah Pembiayaan netto setelah Perubahan

Rp. 314.668.582.484

Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran setelah

Perubah an Rp. o

Pasal2 ...
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Pasal2

Ringkasan Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan

Belanja Daerah sebagairnana dimaksud dalam Pasal 1,

tercantum dalam lampiran I yang merupakan bagian yang

tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal3

Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja

Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dirinci lebih

lanjut dalam lampiran II yang merupakan bagian yang tidak

terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal4

Daftar nama penerima, alamat dan besaran alokasi hibah

yang diterima tercantum dalam Larnpiran III yang

merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan

Bupati ini.

PasalS

Daftar nama penerima, alamat dan besaran alokasi bantuan

sosial yang diterima tercantum dalam Larnpiran IV yang

meru pakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan

Bupati ini.

Pasal6

Pelaksanaan Penjabaran Anggaran dan Pendapatan Belanja

Daerah yang ditetapkan dalam peraturan ini dituangkan

lebih lanjut dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan

Kerja Perangkat Daerah sesuai dengan ketentuan

Perundang- undangan.

Pasal 7 ...
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Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal

eliundangkan .

Agar setiap

pengundangan

orang mengetahuinya,

Peraturan Bupati

memerintahkan

ini dengan

penempatkannya dalarn Berita Daerah.

Ditetapkan eliSangatta

padatanggal 30 Oktober 2018
BUPATI KUTAI T UR,

Diundangkan di Sangatta
pada tanggal 30 Oktober 2018
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KUTAI TIMUR,

~ IRA SYAH
B=::RAH KABUPATENKUTAI TIMUR TAHUN 2018 NOMOR 45


